KODE ETIK
Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil  (ASPPUK)

Mukadimah

Reformasi yang berlangsung sejak pertengahan 1998 telah membawa perubahan di Indonesia, yang diikuti oleh pesatnya pertumbuhan organisasi masyarakat sipil (OMS). Sejak rezim orde baru berkuasa hingga pasca reformasi posisi tawar masyarakat sipil di Indonesia masih lemah jika berhadapan dengan negara. Masyarakat sipil cenderung masih merupakan bagian dari persoalan, bukan solusi. Eksistensi masyarakat sipil selalu dikendalikan, bukan untuk didengarkan atau dianggap mitra kerja pemerintah. Implikasinya setelah tahun 1998, organisasi masyarakat sipil (OMS) yang  diharapkan mampu menjadi kekuatan penyeimbang terhadap negara dalam upaya memperjuangkan kepentingan dan kesejahtearan rakyat ternyata menghadapi tantangan sendiri terkait persoalan akuntabilitas dan governancenya. 
Terkait dengan hal tersebut, ASPPUK sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil  menyadari perlunya memprakarsai upaya-upaya untuk memperbaiki dan mengatur diri sendiri (self regulation) untuk meningkatkan governance dan akuntabilitas. Sejak tahun 2004 dalam Fornas di Bali, ASPPUK telah mengagendakan upaya untuk memperbaiki governance, transparansi dan akuntabilitas ASPPUK. Kebutuhan untuk peningkatan akuntabilitas dan prinsip-prinsip ASPPUK selanjutnya dituangkan dalam Kode Etik ASPPUK. Upaya internalisasi dan penegakan kode etik di lingkungan ASPPUK terasa semakin mendesak seiring dengan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas LSM sebagai lembaga yang mengelola dana publik. 

Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil, menyepakati Kode Etik ASPPUK dan penegakannya sebagai perwujudan tanggung jawab kami kepada masyarakat, mitra-mitra, dan Tuhan YME.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. Kode etik ASPPUK adalah norma-norma atau aturan-aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang dan atau tidak patut dilakukan oleh anggota ASPPUK, Badan-badan kelembagaan ASPPUK dan seluruh  personilnya
2. Standar minimal  Kode Etik ASPPUK adalah ukuran minimum Kode Etik yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh ASPPUK
3. ASPPUK adalah Asosiasi yang beranggotakan ORNOP. 
4. ASPPUK memiliki Badan-Badan, yakni: Komite Eksekutif Nasional (KEN), Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO), Komite Eksekutif Wilayah (KEW), Sekretariat Nasional (SEKNAS) dan Sekretariat  Wilayah (SEKWIL).   
5. Dalam menjalankan kerja-kerjanya ASPPUK memiliki personil-personil.
6. Anggota ASPPUK adalah Organisasi Non Pemerintah (Ornop) yang memiliki komitmen untuk mewujudkan PUK mikro yang kuat dan mandiri dalam masyarakat sipil yang demokratis, sejahtera, egaliter, setara dan berkeadilan gender
7. Komite Eksekutif Nasional  adalah kelembagaan yang merupakan representasi anggota perwilayah yang dipilih dan ditetapkan dalam forum nasional. 

8. Majelis Pertimbangan Organisasi  adalah kelembagaan yang dipilih dan ditetapkan dalam Forum Nasional ASPPUK yang memiliki kewenangan dalam menegakkan Kode Etik ASPPUK.
9. Sekretariat Nasional adalah kelembagaan yang melaksanakan kebijakan organisasi, program kerja dan keuangan tingkat nasional.
10. Komite Eksekutif Wilayah adalah kelembagaan yang merupakan representasi anggota yang dipilih dan ditetapkan dalam Forum ASPPUK Wilayah

11. Sekretariat Wilayah adalah kelembagaan yang melaksanakan kebijakan organisasi dan program kerja yang telah ditetapkan dalam rapat/forum ASPPUK Wilayah

12. Personil ASPPUK adalah setiap orang yang bekerja dan terlibat di lembaga anggota ASPPUK dan badan-badan kelembagaan ASPPUK.
13. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan AD/ART, standar minimal Kode Etik ASPPUK yang dilakukan oleh anggota ASPPUK, Badan-badan kelembagaan ASPPUK dan personil ASPPUK, baik menimbulkan kerugian materil dan non materil bagi ASPPUK ataupun tidak.

14. Pelapor adalah setiap orang atau lembaga yang melaporkan dugaan  pelanggaran Kode Etik ASPPUK yang dilakukan oleh Anggota, Badan-badan kelembagaan, dan Personil ASPPUK
15. Terlapor adalah setiap orang atau lembaga yang dilaporkan oleh orang atau lembaga baik angggota maupun  pihak lain karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ASPPUK.
16. Saksi adalah: orang yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung  tentang dugaan pelanggaran kode etik ASPPUK. Keterangan saksi adalah informasi yang diberikan oleh orang yang melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung tentang dugaan pelanggaran Kode Etik ASPPUK;

17. Keterangan terlapor adalah informasi yang diberikan oleh pihak yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ASPPUK;

18. Surat/dokumen adalah bukti-bukti tertulis yang berhubungan dengan terjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik ASPPUK;

19. Keterangan ahli adalah informasi yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian sesuai dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota, Badan-badan kelembagaan dan personil Asppuk.
20. Kerugian adalah akibat negatif berupa kehilangan materi dan non materi yang ditimbulkan karena telah terjadinya pelanggaran Kode Etik ASPPUK.
21. Ganti kerugian adalah penggantian berupa materi dan non materi yang diberikan oleh pihak yang melakukan pelanggaran Kode Etik ASPPUK.

22. Yang dimaksud dengan asas adil adalah penegakkan kode etik ASPPUK berlaku bagi laki-laki dan perempuan atau tidak diskriminatif

Pasal 2

Tujuan

Kode Etik ASPPUK bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas ASPPUK, serta membantu anggota, Badan-badan kelembagaan ASPPUK dan personil ASPPUK dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan konstituennya.

BAB II

Prinsip-Prinsip
Pasal 3

Dalam upaya memberikan pedoman dan panduan untuk mewujudkan visi & misi ASPPUK baik secara kelembagaan dan atau perorangan disusun Kode Etik yang wajib dilaksanakan dan dipenuhi.
Pasal 4

Dalam mengembangkan organisasi dan program ASPPUK baik secara kelembagaan dan atau perorangan dilandasi oleh prinsip-prinsip Non Partisan,   Non profit, Profesional, Independen, Transparansi, Akuntabilitas, Kesetaraan dan Keadilan Jender, Anti Diskriminasi, Kerelawanan, Demokratis dan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Pasal 5

Non Partisan

ASPPUK secara kelembagaan dan perorangan  tidak memihak, dan atau merupakan bagian (afiliasi) atau merupakan perpanjangan tangan dari partai politik.

Pasal 6

Non Profit

ASPPUK tidak menjadikan keuntungan materil  sebagai tujuan, kecuali dimaksudkan untuk pemberdayaan dan kemandirian masyarakat 
Pasal 7
Profesional 

ASPPUK  secara kelembagaan dan  perorangan melaksanakan   manajemen organisasi, program dan personal yang berdasarkan kompetensi, efisiensi,  efektifitas. 
Pasal 8
Independensi 

ASPPUK secara kelembagaan  dan perorangan  tidak tunduk pada suatu kepentingan pemerintah, ormas,  individu atau pihak manapun . 
Pasal 9
Transparansi

ASPPUK secara   kelembagaan  memberikan akses dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program dan keuangan kepada konstituen/masyarakat mitra dan publik baik diminta ataupun tidak
Pasal 10
Akuntablitas

ASPPUK secara kelembagaan dan perorangan menjalankan organisasi dan program secara bertanggungjawab dan  memberikan kesempatan kepada kontituen/ masyarakat mitra dan publik untuk meminta pertanggungjawaban 
Pasal 11
Kesetaraan dan Keadilan Gender

ASPPUK secara kelembagaan dan perorangan mendorong terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.
Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dimaksud adalah  kesamaan kondisi dan  posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memiliki akses dan kontrol terhadap hak-haknya sebagai manusia untuk berperan dan berpartisipasi dalam bidang politik, hukum, sosial ekonomi budaya.
Yang dimaksud dengan asas adil adalah penegakkan kode etik ASPPUK berlaku bagi laki-laki dan perempuan atau tidak diskriminatif

Pasal 12
Anti Diskriminasi

ASPPUK secara kelembagaan dan perorangan   tidak melakukan pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, suku, ras, agama, afiliasi politik,   kelompok/golongan, status sosial, yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, pemanfaatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya. 
Pasal 13
Kerelawanan

ASPPUK secara perorangan menunjukkan sikap mengutamakan pengabdian/rela berkorban kepada masyarakat dengan  tidak menjadikan imbalan/pamrih atau kedudukan/kekuasaan sebagai tujuan.
Pasal 14
Demokrasi

ASPPUK secara kelembagaan menjalankan   pemisahan kewenangan antara badan-badan kelembagaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan  pengambilan keputusan secara partisipatif berdasarkan  mekanisme yang dibuat dan disepakati bersama.

Pasal 15

Anti KKN

ASPPUK secara kelembagan dan perorangan tidak menggunakan  kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk  memperkaya diri sendiri, organisasi atau orang lain, permufakatan/kesepakatan yang merugikan lembaga atau orang lain dan perbuatan yang menguntungkan keluarga atau kroni diatas kepentingan lembaga dan masyarakat. 
BAB III
STANDART  MINIMAL PENERAPAN PRINSIP KODE ETIK ASPPUK
Didasarkan atas prinsip-prinsip yang dianut ASPPUK maka pelaksanaanya diatur dan dijabarkan dalam prasyarat minimal penerapan Kode Etik ASPPUK:
Pasal 16
Non Partisan
1. ASPPUK tidak boleh berafiliasi, mendukung atau memihak terhadap kepentingan salah satu partai politik.
2. ASPPUK tidak terlibat aktivitas yang berkaitan dengan proses pemilihan kepala pemerintah dan pemilihan anggota legislatif, kecuali melakukan pemantauan, pengawasan dan pendidikan pemilih.
3. Personil ASPPUK tidak dibenarkan untuk duduk dalam institusi TNI, polri, pemerintahan, pengurus partai politik dan lembaga atau badan bentukan partai politik.
4. Personil ASPPUK yang terlibat dalam PILKADA dan Legislatif, bekerja sebagai TNI POLRI dan PNS dan menjadi calon anggota legislatif dan kepala daerah diwajibkan untuk non aktif.
Pasal 17

Non Profit

Semua aktivitas ASPPUK tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kolektif

Pasal 18
Profesional

1. ASPPUK adalah ORNOP yang berbadan hukum memiliki AD/ART dan struktur organisasi (tertulis dan ada personil) serta sistim rekrutmen yang jelas

2. Anggota ASPPUK memiliki sekretariat yang khusus diperuntukkan untuk kegiatan organisasi

3. ASPPUK memiliki sistem perencanaan  & monev

4. ASPPUK tidak dibenarkan keluar dari fokus dan visi/misi organisasi

5. ASPPUK dan Personilnya tidak dibenarkan melakukan praktek-praktek yang merugikan keuangan ASPPUK
6. ASPPUK berkewajiban untuk memiliki aktivitas/kegiatan/ program yang jelas

7. Personil ASPPUK mempunyai pengetahuan dan keahlian tentang isu-isu yang menjadi bidang kerja.

Pasal 19
Independen

1. ASPPUK dalam pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh kepentingan manapun kecuali sesuai visi misi ASPPUK
2. Personil ASPPUK dalam melakukan aktivitas organisasi tidak boleh terpengaruh atau tunduk kepada kepentingan pihak manapun, kecuali sesuai visi misi ASPPUK
Pasal 20
Transparansi

1. Laporan keuangan dan Anggota ASPPUK boleh diakses konstituen/masyarakat mitra atau perwakilannya dan donatur serta seluruh personil ASPPUK.
2. Laporan  keuangan tahunan  (laporan aktivitas) Anggota ASPPUK di tempel di lembaga yang bersangkutan. 

3. Laporan keuangan (neraca & aktivitas) Seknas dan Sekwil dapat diakses dan dipublikasikan kepada  masyarakat atau perwakilannya, anggota, Badan-badan ASPPUK lainnya, dan  donatur. 

Pasal 21
Akuntabilitas

1. Seknas, Sekwil, dan anggota ASPPUK mempunyai laporan program (perencanaan, pelaksanaan dan hasil) serta laporan keuangan 
2. Komite Eksekutif Nasional. Komite Eksekutif wilayah dan MPO mempunyai laporan pertanggungjawaban kegiatan. 
3. Seknas dan Sekwil ASPPUK membuka akses dan kontrol kepada anggota ASPPUK dan donatur untuk meminta pertanggungjawaban  berkaitan dengan   perencanaan, pelaksanaan, hasil dan pengelolaan keuangan 
4. Anggota ASPPUK membuka akses dan kontrol kepada konstituen/masyarakat mitra atau perwakilannya dan donatur untuk meminta pertanggungjawaban  berkaitan dengan   perencanaan, pelaksanaan, hasil dan pengelolaan keuangan.
Pasal 22
Kesetaraan dan Keadilan Jender

1. Adanya kebijakan Affirmative action (perlakuan khusus sementara) kepada perempuan  untuk menempati posisi/jabatan strategis dalam lembaga

2. Tidak melakukan aktivitas yang mengakibatakan terjadinya marginalisasi, subordinasi, kekerasan, beban ganda dan streotype terhadap perempuan 
3. Adanya kebijakan lembaga untuk pemenuhan Hak-hak reproduktif perempuan (cuti melahirkan dan  cuti haid) dan bagi laki-laki untuk cuti SIAGA.
4. Jumlah perempuan dalam Badan-badan kelembagaan ASPPUK dan anggota sekurang-kurangnya 30 %. 
5. ASPPUK menerapkan asas persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam setiap pengambilan keputusan, perumusan kebijakan organisasi, akses dan kontrol terhadap sumberdaya
Pasal 23
Anti Diskriminasi
Pemberian perlakuan yang sama, meliputi :

a.   Dalam menempati posisi atau jabatan dalam organisasi

c.   Dalam pemberian bantuan/layanan kepada masyarakat

c.   Dalam pemberian reward and punishment

d.   Akses dan kontrol  terhadap sumberdaya

Pasal 24
Kerelawanan

1. Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat daripada imbalan 

2. Imbalan dalam bentuk uang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan lembaga dengan memperhatikan standard UMR (upah Minimum regional)
Pasal 25
Demokrasi

1. Fornas dan Perencanaan Strategis nasional melibatkan seluruh badan-badan  lembaga dan anggota   
2. Seknas melibatkan anggota dalam kegiatan monitoring dan evaluasi 

3. Anggota ASPPUK melibatkan konstituen/masyarakat mitra dalam perencanaan strategis dan FORNAS, FORWIL atau pertemuan sejenis 

4. Anggota ASPPUK melibatkan konstituen/ masyarakat mitra dalam monitoring dan evaluasi program.
5. Mekanisme pengambilan keputusan srategis (penyusunan aturan organisasi, pengangkatan dan pemberhentian staf, membangun jaringan dan kerjasama dengan lembaga donor, penetapan strandar gaji) secara jelas dan tertulis serta tidak didominasi oleh pimpinan lembaga.
6. Pemilihan badan-badan kelembagaan ASPPUK dilakukan  melalui fornas dan forwil   

7. Badan-badan kelembagaan lembaga anggota ASPPUK mencerminkan fungsi pelaksanaan, kebijakan dan pengawasan serta dipilih melalui Mubes atau pertemuan sejenis.
Pasal 26
Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

1. ASPPUK dan personilnya tidak dibenarkan untuk menerima pemberian dana dari perorangan atau badan yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan.
2. ASPPUK dan personilnya tidak dibenarkan menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan permufakatan atau kesepakatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, aturan-aturan ASPPUK dan aturan negara.
3. ASPPUK dan personilnya tidak dibenarkan menggunakan kewenangannya yang dimilikinya untuk kepentingan keluarga atau kroninya diatas kepentingan ASPPUK.
BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 27

(1) Proses penegakan Kode Etik ASPPUK harus menganut prinsip : 

a. Asas praduga tak bersalah

b. Hak untuk membela diri

c. Mendengarkan para pihak

d. Tidak ada intervensi dari atau kepada pihak tertentu
e  Adil
(2) Setiap dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik, yang dilakukan oleh ASPPUK dan Personilnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh MPO

(3) Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh ASPPUK dan personilnya, akan dimintakan pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi yang ditentukan untuk itu.
(4) a. Pertanggungjawaban dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dijatuhkan oleh MPO dalam hal pelanggaran dilakukan oleh anggota dan badan-badan kelembagaan ASPPUK, 
b. Pelanggaran yang dilakukan oleh Personil anggota ASPPUK dijatuhkan oleh pimpinan lembaga dimana personil yang bersangkutan bekerja berdasarkan rekomendasi dari MPO.

c. Pelanggaran yang dilakukan oleh personil SEKNAS dijatuhkan oleh SEN,pelanggaran yang dilakukan oleh personil sekwil dijatuhkan oleh SEW.
(5) a.  Dalam hal rekomendasi yang diberikan oleh MPO seperti yang dimaksud dalam ayat (4b) diatas tidak dijalankan oleh pimpinan dimana personil yang bersangkutan bekerja maka MPO dapat menjatuhkan sanksi.
b.  Dalam rekomendasiyang diberikan oleh MPOsepertiyang dimaksud dalamayat (4c) diatas tidakdijalankan oelh SEN dan SEW dimanapersonilyang bersangkutan bekerjamaka MPOdapat menjatuhkan sanksi kepad SEN dan SEW. 

(6) Putusan MPO yang dijatuhkan atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota, badan-badan kelembagaan dan personil ASPPUK bersifat final.

BAB V

MEKANISME PENEGAKKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 28

Laporan atau Pengaduan
(1) MPO dapat memeriksa dugaan  pelanggaran Kode Etik setelah menerima laporan atau pengaduan;

(2) ASPPUK dan personilnya, termasuk pihak ketiga yang berkepentingan seperti masyarakat, pemerintah dan swasta dapat memberikan laporan atau pengaduan terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh ASPPUK dan personilnya kepada Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO).

(3) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tertulis baik surat maupun email dan harus disertai dengan bukti-bukti dan/atau informasi-informasi lainnya yang diberikan secara tertulis, ditandatangani dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan menyertakan: 

a. Identitas pelapor.
b. Identitas Lembaga dan atau perorangan yang dilaporkan
c. Bentuk dan jenis dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan
d. Tempat dan waktu pelanggaran.
Pasal 29

Pemeriksaan

(1) Dalam hal MPO menerima laporan atau pengaduan adanya dugaan pelanggaran seperti yang dimaksud Pasal 28 ayat (1) maka MPO dapat langsung memeriksa laporan atau pengaduan  dugaan pelanggaran dimaksud.

(2) Pemeriksaan laporan atau pengaduan oleh MPO dapat dilakukan secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama.

(3) Hasil pemeriksaan secara sendiri-sendiri harus disampaikan dalam rapat MPO yang diadakan khusus untuk itu.

(4) Dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik ASPPUK, maka MPO harus mengeluarkan putusan.

(5) Dalam proses penanganan dugaan pelanggaran, MPO berwenang untuk :

a. Melakukan investigasi;
b. Meminta keterangan dari terlapor. Dalam hal ini terlapor dapat mengajukan pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran kode etik yang diajukan kepadanya;
c. Meminta keterangan dari saksi, baik di dalam maupun di luar rapat MPO;
d. Meminta dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.
(6) MPO dapat menyampaikan secara tertulis kepada badan-badan kelembagaan  ASPPUK  tentang akan dimulainya proses penanganan dugaan pelanggaran.

(7) Sekretariat Eksekutif Nasional harus memfasilitasi MPO dalam proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik 

(8) Dalam rapat MPO sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran dapat dihadiri oleh pihak yang melaporkan/mengetahui adanya dugaan pelanggaran, saksi lain serta terlapor

Pasal 30

Alat Bukti

Dalam pengambilan keputusan, MPO memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti dari :

a. Keterangan saksi

b. Keterangan dan pembelaan terlapor.
c. Surat/dokumen.
d. Keterangan ahli, apabila dibutuhkan.
Pasal 31

Putusan

(1) Dalam pengambilan keputusan, MPO memperhatikan fakta-fakta dan bukti-bukti seperti yang tecantum dalam pasal 30.
(2) Keputusan MPO dapat: 

a. Dibacakan dalam rapat MPO yang dihadiri oleh Pihak pelapor, Pihak terlapor, Perwakilan  Komite Eksekutif Nasional, Perwakilan Sekretaris Ekseskutif Nasional, atau KomiteEksekutif Wilayah,SekretariatEksekutif Wilayah.
b. Disampaikan secara tertulis baik melalui surat maupun email kepada Pihak pelapor, Pihak terlapor, Perwakilan Komite Eksekutif Nasional, Perwakilan Sekretaris Ekseskutif Nasional.
(3) Amar Keputusan dinyatakan syah apabila di tanda tangani oleh MPO sekurang-kurangya 2 orang anggota. 
(4) Dalam hal penyampaian putusan dilakukan sesuai dengan ayat (2) huruf a maka MPO harus memberikan salinan putusan kepada :

a. Pihak pelapor

b. Pihak terlapor

c. Komite Eksekutif Nasional 

d. Sekretaris Eksekutif Nasional
e. Komite Eksekutif Wilayah
f. Sekretaris Eksekutif Wilayah
Pasal 32

Bentuk Sanksi

Bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anggota, badan-badan kelembagaan (kecuali MPO) dan personil ASPPUK yang melakukan pelanggaran Kode Etik, meliputi : 

1. Terhadap anggota ASPPUK :

a. Teguran tertulis I

b. Teguran tertulis II

c. Pemberhentian sementara 

d. Rekomendasi Pemberhentian

2. Terhadap badan-badan ASPPUK :

a. Teguran tertulis I

b. Teguran tertulis II

c. Pemberhentian sementara 

d. Rekomendasi Pemberhentian

3. Terhadap personil ASPPUK, berupa rekomendasi kepada pimpinan lembaga atau badan untuk menjatuhkan sanksi :

a. Teguran tertulis I

b. Teguran tertulis II

c. Pemberhentian sementara

d. Rekomendasi Pemberhentian

e. Menyerahkan kepada ketentuan hukum positif yang berlaku.

Pasal 33

Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) berupa:

(1) Teguran tertulis I, dalam hal melanggar standar minimal penerapan Kode Etik ASPPUK yang tidak atau menimbulkan kerugian materil bagi anggota ASPPUK, Komite Eksekutif Nasional, Sekretaris Eksekutif Nasional, MPO, Komite Eksekutif Wilayah, Sekretaris Eksekutif Wilayah dan Personil ASPPUK dan membayar ganti kerugian sebesar kerugian  materil yang ditimbulkan apabila menimbulkan kerugian.
(2) Teguran tertulis II, dalam hal tidak mengindahkan teguran tertulis I dalam jangka waktu 45 hari sejak teguran tertulis I diterima oleh pihak yang melakukan pelanggaran.
(3) Pemberhentian sementara dengan tidak diberikan hak-haknya dalam ASPPUK untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan, apabila tidak mengindahkan teguran tertulis II dalam jangka waktu 45 hari sejak teguran tertulis II diterima oleh pihak yang melakukan pelanggaran. 
(4) Rekomendasi Pemberhentian dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran tidak mengindahkan teguran tertulis II dalam jangka waktu 45 hari sejak pemberhentian sementara diterima oleh pihak yang melakukan pelanggaran.
(5) Apabila diperlukan, rekomendasi pemberhentian dapat diberikan tanpa melalui ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatas, dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran melakukan pengelapan, penipuan dan pencemaran nama baik ASPPUK. 
(6) Jika dipandang perlu, ASPPUK dapat melaporkan pihak yang melakukan pelanggaran pada pihak berwajib sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berlaku.

(7) Khusus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh MPO, maka anggota dan badan-badan ASPPUK lainnya dapat mengajukan mosi tidak percaya yang tata caranya diatur dalam AD/ART ASPPUK.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 34

Perubahan Kode Etik dapat dilakukan dalam Forum Nasional ASPPUK dan atau Forum  Nasional  Luar Biasa ASPPUK. 

Kode Etik ini mulai berlaku  sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di 
: Wisma Hijau, Depok, Jawa Barat  
Pada Tanggal 
:  22 April 2009
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